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ABSTRACT

Suspended detention is the release of a suspect or defendant from detenion before
the expiry of their detention period. The research proble is formulated as follows:
how is the regulation of suspended detention regulated in Indonesian criminal
procedure law, what i the procedare for suspending detention for perpetrators of
corruption, and what considerations investigators use in granting permission for
suspended detention for perpetrators of corruption. This research is descriptive in
nature, and the approach used is normative legal research, and the daia oblainecd
are analyzed qualitatively. Based on the research results, i is known that the
regulation of suspended detention in Indonesian criminal procedure law is
regulated in Article 31 paragraph (1) of Law Number 8 of 1981 concerning the
Criminal Procedure Code. The procedure for suspended detention i the North
Sumatra Regional Police is that as long as the suspect meets the requirements for
suspended detention, a suspect can request a suspended detention. Faciors
underlying the acceptance of requests for suspension of detention in criminal
investigations at the North Sunatra Regional Police include the avalability of
financial and personal guarantees, the provision of a temporary measure, namely
the granting of permission by authorized officials to detain suspects who are ifl and
hospitalized in hospitals outside the Detention Center (Rutan), psychological and
sociological considerations, and the investigator's lack of concern that the suspect
will escape. The basis for rejecting requests for suspension of deteniion is the
applicant’s inability o meet the requirements sel by the investigator, both in the
Joryp and personal guarantees stipulated by the ivestigator. There is
P adhe suspect willflee, destray evidence, and otherwise complicate
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ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS  TERHADAP  PENANGGUHAN PENAHANAN 
TERHADAP TERSANGKA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI
Darul Arkam
(235114222)
Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir.. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia, bagaimana prosedur penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, bagaimana pertimbangan penyidik dalam memberikan izin penangguhan penahanan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat deskriptif dan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa  pengaturan penangguhan penahanan dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.. Prosedur penangguhan penahanan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah selama tersangka  memenuhi syarat-syarat penangguhan penahanan, maka seorang tersangka dapat meminta penangguhan penahanan.  Faktor-faktor yang menjadi dasar penerimaan permohonan penangguhan penahanan dalam pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian Daerah Sumatera Utara adalah karena adanya jaminan dalam bentuk uang dan orang, adanya tindakan pembantaran yaitu pemberian izin oleh pejabat yang berwenang menahan kepada tersangka  yang menderita sakit dan dirawat inap (opname) di rumah sakit yang berada diluar Rutan (Rumah Tahanan Negara), pertimbangan psikologis dan sosiologis serta penyidik tidak merasa khawatir bahwa tersangka tidak melarikan diri. Dasar penolakan permohonan penangguhan penahanan adalah dikarenakan tidak sanggupnya pemohon memenuhi persyaratan yang diberikan Penyidik baik itu dalam bentuk jaminan uang dan jaminan orang yang ditetapkan oleh Penyidik, juga dikhawatirkan tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti serta mempersulit Penyidik dalam menjalankan proses penyidikannya. 

Kata Kunci: Penangguhan Penahanan, Tersangka, Korupsi


PAGE  

